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Produk dan layanan asuransi syariah banyak mengadopsi mekanisme asuransi 
konvensional termasuk prinsip subrogasi. Dalam aplikasinya ternyata 
mengandung banyak permasalahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
mengkajinya secara kritis. Artikel ini didiskusikan dengan metode penelitian 
kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun 
teori yang digunakan adalah konsep hawālah dan takāful/tadāmun. Penelitian ini 
menemukan bahwa subrogasi tidak sesuai dengan Syariat Islam (lebih tepatnya 
menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) jika 
dipraktikkan dalam asuransi syari’ah karena dana pembayaran klaim diambil 
dari akumulasi dana tabarru’, bukan dari dana pengelola. Mengingat prinsip 
subrogasi memiliki nilai manfaat dalam asuransi syari’ah, namun juga 
mengandung madarat, maka penulis menyarankan agar tidak menggunakan 
subrogasi, akan tetapi menempatkan posisi pengelola sebagai wakil peserta untuk 
menuntut rugi terhadap pihak yang tersalah dengan kompensasi sebagai agen 
atau wakil peserta.   
Kata Kunci: subrogasi, asuransi syari’ah, hawālah, kafālah  
Abstract  
Islamic insurance products and services adopt many conventional insurance 
mechanisms including subrogasi. In the aplication, it turned out to contain many 
problems. Therefore, author was intersted in studying criticaly. This papper was 
discussed by library research. The approach that used was normatif. The theories 
that used were the hawālah and takāful/tadāmun concepts. This papper had found 
that subrogasi was not suitable with islamic law (according to scholar of Hanafi, 
Maliki, Syafi’i, and Hanabilah) if it was aplicated in islamic insurance because 
the claim fund was taken from tabarru’ fund acumulation, not from insurance 
fund. Because of subrogasi contains the advantage and harmfull in islamic 
insurance, author recomend in order to use wakalah theory. The manager of 
islamic insurance is positioned as a representative of member to demand 
compensation against the gulty person.         






Konsep dan perjanjian asuransi merupakan hasil dari perubahan-perubahan 
sosial sekaligus merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-
masa perkembangan fikih Islam.
1
 Kenyataan tersebut menuntut adanya legitimasi 
hukum agar sesuai dengan syariat Islam. Untuk menyikapi hal tersebut, Dewan 
Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-
MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah. 
Menurut Musthafa az-Zarqa yang dikutip oleh Syakir Sula, bahwasannya 
sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama adalah sebuah sistem ta’āwun dan 
tadāmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau 
musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok peserta (tertanggung), 
dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. 
Pengganti tersebut diambil dari premi-premi mereka yang disebut dengan klaim 
peserta.
2
 Klaim ini akan diberikan oleh pengelola asuransi manakala peserta 
tertimpa musibah.
3
 Setelah mendapat penggantian dari pengelola asuransi, maka 
hak tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan merugikan diambil 
alih oleh pihak pengelola asuransi, dengan mengatasnamakan pihak peserta. 
Tindakan demikian disebut sebagai pengalihan hak subrogasi.
4
  
                                                 
1 Tanda-tanda sederhana bentuk asuransi modern secara ilmiah tampaknya muncul di 
negara-negara Eropa di pertengahan abad ke-13 dan 14 di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan 
laut. Lihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1998), hlm. 
38. Lihat juga Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 15. Lihat juga, Abi Zakaria Muhyi al-Din ibn 
Syarof al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazab li al-Syirozi, Muhammad Najib al-Mu’thi, jilid 
13, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 248. 
2 Pernyataan Az-Zarqa ini disampaikan dalam sebuah pengkajian yang diadakan oleh 
Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (Lembaga Fikih Islam di bawah Rabiţah Al-Alam Al-Islami) di Mekah 
Al-Mukarramah sebagai pihak yang tidak sependapat dengan fatwa pengharaman asuransi niaga 
dalam segala jenis ragamnya, pada tanggal 10 Sya’ban 1398 H/1978 M. lihat Husain Husain 
Syahatah, Nuzum At-Ta’min Al-Mu’aşirah Fi Mizan Asy-Syar’iah Al-Islamiyyah, alih bahasa KA 
Fallasufa (STP Sabda), (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 8-9. Dikutip juga oleh Husain Hamid Hisan, 
Hukmu asy-Syariah al-Islamiyyah Fii ‘uquudi at-Ta’miin, (Kairo: Daru al-I’tisham, tt) hlm. 2 
kemudian juga dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 29. 
3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 259. 
4 Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 262-263. 
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Pengalihan hak subrogasi dilakukan oleh asuransi konvensional dan 
asuransi syari’ah.5 Menarik untuk diteliti karena subrogasi adalah pengalihan hak 
dengan adanya pembayaran oleh pihak lain, dalam kasus ini pihak lain itu adalah 
pengelola asuransi. Sedangkan yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah 
pembayaran atas dasar perjanjian yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi yang 
merupakan utangnya sendiri terhadap peserta untuk mendatangkan peserta lain 
agar ikut menanggungnya. Selain itu, dana yang dijadikan klaim itu diambil dari 
dana tabarru’ yang sejak awal sudah dimaksudkan sebagai dana sosial. Yang 
perlu dicermati lagi di sini adalah dana yang dijadikan klaim untuk peserta adalah 
bukan dari dana pengelola asuransi. Karena posisi pengelola asuransi adalah 
sebagai intermediator (perantara) saja. 
Dari deskripsi di atas, nampaknya konsep subrogasi perlu ada modifikasi 
sedemikian rupa jika hendak diterapkan dalam asuransi syari’ah. Untuk itu, 
penulis memandang perlu menganalisa konsep subrogasi dengan normatif. Ini 
termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan 
teori hawalah dan kafalah/tadhamun. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum 
Islam memandang konsep subrogasi dalam asuransi syari’ah. 
Asuransi Syari’ah dan Subrogasi 
Pada dekade 70-an beberapa negara Islam atau negara-negara yang 
mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang berprinsip 
operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur 
yang diharamkan oleh Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan 
memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syari’ah Islamic Insurance Co. Ltd. 
di Sudan dan Islamic Insurence Co. Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi 
syari’ah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Māl al-Islami di Genewa, 
Swiss dan Takāful Islami di Luxemburg (negara non muslim), pada tahun 1983 
                                                 
5 Subrogasi sering dilakukan oleh asuransi umum syariah (general insurance) dan tidak 
terdapat pada asuransi jiwa (life insurance). Menurut Jhon F Dobbyn, asuransi jiwa secara umum 
merupakan investasi, karena jumlah pembayaran yang sudah ditentukan besarnya. Oleh karena itu 
doktrin subrogasi tidak dapat diterapkan dalam asuransi jiwa, menurutnya lagi terkecuali asuransi 
jiwa jangka pendek lebih mendekati azas indemnitas yang dapat menerima doktrin subrogasi. 
Lihat Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, (Jakarta: Kencana, 
2006), hlm. 37 
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berdiri International Takaful Co. di luxemburg (negara non muslim) Takāful 
Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takāful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. 
Di Malaysia Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984. 
Sedangkan di Indonesia Asuransi Takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring 
dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 
2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT 
Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.
6
 Dan pada tahun 1996 berdiri Failaka 
Investments, inc. Dan Takaful USA management Services, LLC. di USA (negara 
non muslim). Pada tahun 1999 di Sinegal (negara non muslim) berdiri Sosar al 
Amane (al-Baraka Group) dan pada tahu yang sama berdiri Takafol (U.K) ltd di 
United Kindom, Takaful S.A di Pgermany.
7
 
Secara definitif, dalam bahasa arab, asuransi disebut at-ta’mīn, pengelola 
(penanggung) disebut mu’ammīn, sedangkan peserta (tertanggung) disebut  
mu’amman lahu atau musta’mīn. Menurut Jubran Ma’ud dalam kitab Ar-Ra’id, 
Mu’jam Lughowy ‘Aşry, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula,  At-ta’mīn ( 
ينمأتلا) diambil dari kata  ( نمأ ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, 
rasa aman, dan bebas dari rasa takut.
8
 Dalam Islam, paling tidak ada dua mazhab 
istilah penamaan asuransi, mazhab pertama, kelompok yang memakai kata 
“takāful” dan mazhab kedua memakai kata at-ta’mīn”. 
Kelompok pertama adalah mazhab Malaysia, yang selalu memaknai kata 
“takāful” untuk memakai kata pertanggungan dalam Islam. Ini dikarenakan istilah 
“takāful” telah menjadi merek dagang atau merek perusahaan pertanggungan yang 
ada di Malaysia, yaitu PT. Syarikat Takaful Malaysia, lain halnya dengan 
kelompok kedua, adalah mazhab Mesir, yang lebih mengacu pada pemaknaan arti 




                                                 
6 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, (Jakarta: Pernada Media, 2004), hlm. 125. 
7 Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 702-703. 
8 Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 28. 
9 Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 125. 
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Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula mengatakan bahwa sistem 
asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum syari’ah adalah sebuah sistem 
ta’āwun dan tadāmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-
peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok 
tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa 
musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka 
(para ulama ahli hukum syari’ah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua 
hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan 
agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
 10
 
Asuransi syari’ah dibagi menjadi dua macam, yaitu life insurance atau 
yang kita kenal dengan asuransi jiwa dan  general insurance atau asuransi umum. 
Asuransi umum syari’ah banyak macamnya, di antaranya adalah asuransi syari’ah 
kendaraan bermotor, asuransi syari’ah untuk usaha mikro, asuransi syari’ah untuk 
barang-barang dalam perjalanan, asuransi syari’ah komputer dan alat elektronik, 
dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis fokus pada asuransi umum 
syari’ah, karena subrogasi hanya dapat diterapkan pada selain asuransi jiwa. 
Akad yang mendasari kontrak asuransi syari’ah adalah akad tabarru’, 
dimana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) 
tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali 
hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dewasa ini, ada modifikasi akad dalam 
asuransi syari’ah yakni tabarru’ dan investasi. Hal ini tentu akan sangat berbeda 
dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, akad 
yang digunakan adalah akad mu’awadah. Yaitu, suatu perjanjian di mana pihak 
yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima pengganti dari 
pihak yang diberinya.  
Sekedar deskripsi, jika peserta mengalami musibah, semisal kendaraanya 
ditabrak oleh kendaraan orang lain, maka pihak yang bersalah menurut hukum 
bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi korban. Jika peserta telah 
memperoleh ganti rugi asuransi dari pengelola yang diambil dari dana tabarru’ 
                                                 
10 Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm.. 29. 
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dia sendiri ditambah dengan dana tabarru’ peserta yang lain, ia tak boleh 
menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. Seandainya boleh, 
peserta akan dapat memperoleh ganti rugi dua kali dan dapat memperkaya diri 
dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh subrogasi pengelola atau penanggung. 
Setelah menerima ganti rugi asuransi, hak peserta atas ganti rugi pihak ketiga 
seperti itu beralih ke tangan pengelola. Subrogasi merupakan prinsip pengelolaan 
asuransi syari’ah maupun konvensional. 
Merupakan yang hal yang pantas dan adil dalam hukum konvensional jika 
perusahaan sudah membayar klaim kepada peserta atau pemegang sertifikatnya 
dan pihak ketiga dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga seharusnya 
tidak menghindari tanggung jawab ini, berdasarkan prinsip indemnity peserta 
tidak dapat menuntut lagi ganti rugi atas kerugian yang sama kepada pihak ketiga 
sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Melalui prinsip subrogasi pengelola 
menggantikan kedudukan peserta untuk mengajukan tagihan kepada pihak ketiga. 
Oleh karena itu, jika terjadi suatu malapetaka di mana ada pihak ketiga 
yang mungkin dapat dituntut atau digugat, hendaknya peserta/tertanggung tidak 
memberi pernyataan yang mengandung pemberian  maaf baginya. Suatu 
kompromi pun akan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari 
penanggung/pengelola asuransi syari’ah.  
Subrogasi berdasarkan pasal 284 KUHD hanya berlaku jika 
pengelola/penanggung telah membayar ganti rugi yang diwajibkan oleh perjanjian 
dan hukum. Jika penanggung hanya membayar ganti rugi asuransi untuk sebagian 
saja, misalnya dalam hal asuransi kurang, subrogasi pun hanya untuk bagian itu. 
Untuk bagian yang ditanggung sendiri oleh peserta, hak terhadap pihak ketiga 
yang bersalah tetap dipegang peserta. Jika dikehendaki, hak peserta tersebut dapat 
dipindahkan ke pengelola dengan penyerahan hak berdasarkan jual beli atau 
inkaso. Yakni, dengan jumlah hak peserta tersebut sebagai harga yang harus 
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Hawalāh dan Takāful sebagai dasar Peralihan Hak  
Dalam persoalan utang-piutang, jika pihak debitur (yang berutang) 
mempunyai rekan yang dia juga mempunyai utang kepada debitur, maka pihak 
debitur mempunyai wewenang untuk memindahkan utangnya kepada rekannya 
tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Dalam peristiwa seperti ini, maka pihak 
kreditur (yang mempunyai piutang) meminta haknya kepada pihak yang 
mempunyai utang kepada debitur (pihak ketiga). Namun, jika pihak debitur betul-
betul tidak mampu membayar utangnya, kemudian ada pihak ketiga yang 
membayar utangnya yang ditanggung debitur itu, karena adanya sifat 
kesetiakawanan (solidaritas) dan pembayaran itu diberikan kepada kreditur. Untuk 
peristiwa pertama, dalam hukum perdata Islam dikenal dengan nama hawālah 
atau hiwālah sedang untuk peristiwa yang kedua dikenal dengan istilah kafālah 
atau damānah. 
Istilah pada kasus pertama, secara etimologi (bahasa) hiwālah atau 
hawālah bermakna tahwīl atau intiqāl (perpindahan).12 Sedangkan arti hawālah 
secara terminologi (istilah fuqohā’) menurut Abi Yahaya Zakariya, ulama 
Syafi’iyah ialah akad pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban 
orang lain.
 13
 Menurut Taqiyudin, hawālah adalah Pemindahan utang dari beban 
seseorang menjadi beban orang lain.
 14
 Dengan kata lain hawālah adalah akad 
pengalihan utang atau tanggungan yang berutang (debitur) kepada seseorang yang 
wajib menanggungnya yang orang itu mempunyai utang atau tanggungan kepada 
debitur. 
                                                 
11 Subekti dan Tjitrosodibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2005), hlm. 244 – 245. 
12 Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarof al-Nawawi, Kitab Majmu’ Syarh al-Muhadzab 
li Syairaziy., Juz 13, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980), hlm. 105. 
13 Abu Yahya Zakariya, Fath Al-Wahhab, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, 2002), hlm. 250. 




Islam membenarkan hawālah dan membolehkannya karena ia diperlukan. 
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: 
 ْعَبْتَيْل َف ٍءييلَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ َعيبُْتأ ْذيإَو ٌمُْلظ َّ ينَِغْلا ُلْطَم. 15 
Artinya: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu 
kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawālah-kan) 
kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawālah itu.”  
 
Melalui Hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang 
mengutangkan, jika orang yang berutang meng-hawālah-kan kepada orang yang 
kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hawālah tersebut dan hendaklah 
ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di-hawālah-kan (muhāl 'alaih), 
dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).
16
 
Dalam hawālah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Menurut ulama 
Hanafiyah, rukun hawālah hanya satu, yaitu ījāb dan qabūl yang dilakukan antara 
yang meng-hawālah-kan (muhīl) dengan yang menerima hawālah yaitu muhāl 
dan muhāl ’alaih.17 Sedangkan menurut jumhūr al-ulama’ selain Hanafiyah, 
rukun hawālah itu ada lima, yaitu sebagai berikut18: 
1. Muhīl,  yaitu orang yang memiliki utang dan sekaligus berpiutang. Ulama 
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa muhīl harus 
memenuhi dua syarat sebagai berikut: pertama muhīl harus seorang yang 
cakap hukum (berakal dan balīg). Kedua, muhīl harus rida, jadi akad 
hawālah tidak sah kalau muhīl dipaksa untuk melakukannya. 
2. Muhāl atau muhtāl, yaitu orang berpiutang kepada muhīl. Muhāl harus 
memenuhi tiga syarat. Yaitu, pertama, muhāl harus seorang yang cakap 
hukum (berakal dan balīg). Kedua, muhāl harus rida, jadi akad hawālah 
tidak sah kalau muhāl dipaksa untuk melakukannya. Syarat yang kedua 
                                                 
15 Lihat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Şahih Al-
Bukhari, Juz 2, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1981 ), hal. 55. 
16 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Cet 35, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 
314. 
17 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 
2007), hlm. 4189. 
18 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh..., hml. 4190. 
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hanya disepakati oleh ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Ketiga, ketika 
mengucapkan qabūl, muhāl harus di majlis hawālah. Syarat yang ketiga 
ini disepakati oleh Abu Hanifah dan Muhammad.  
3. Muhāl ’alaih atau muhtāl ’alaih, yaitu orang yang berutang kepada muhīl 
dan wajib membayar utang kepada muhāl. Muhāl ’alaih harus memenuhi 
tiga syarat. Yaitu, pertama, muhāl ’alaih harus seorang yang cakap hukum 
(berakal dan balīg). Kedua, muhāl ’alaih harus rida, jadi akad hawālah 
tidak sah kalau muhāl ’alaih dipaksa untuk melakukannya. Syarat yang 
kedua tidak diikuti oleh ulama Malikiyah. Ketiga, ketika mengucapkan 
qabūl, muhāl’alaih harus di majlis hawālah. Syarat yang ketiga ini 
disepakati oleh Abu Hanifah dan Muhammad.  
4. Muhāl bih atau muhtāl bih, yaitu utang muhīl kepada muhāl, dan utang 
muhāl ’alaih kepada muhīl. Muhāl bih atau muhtāl bih harus memenuhi 
dua syarat. Yaitu, pertama, muhāl bih harus berupa utang. Kedua, 
stabilnya utang. Ada sebagian ulama yang menambahi dengan, utang 
muhīl kepada muhāl, dan utang muhāl ’alaih kepada muhīl harus sama, 
baik sifat maupun kadarnya. 
5. Şīgat, yaitu ījāb dari muhīl dan qabūl dari muhāl. Ulama Hanafiyah 
menambahkan ījāb dari muhāl ’alaih. 
Menurut mazhab Hanafiyah, Ada dua jenis hawālah yaitu hawālah 
muthlaqah dan hawālah Muqayyadah. Hawālah Muthlaqah terjadi jika orang 
yang berutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak 
penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada 
orang pertama.
19
 Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B 
kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang pituang kepada B, maka 
hawalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya ada dalam madzhab Hanafiyah, Syi’ah 
Imamiyah dan Syi’ah Zaidiyah. Jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hawalāh 
ini sebagai kafālah.20 Berbeda dengan Muthlaqoh, Hawālah Muqoyyadah terjadi 
                                                 
19 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh..., hlm. 4194. 
20 Wahbah az-Zuhaili. 
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jika Muhīl mengalihkan hak penagihan Muhāl kepada Muhāl alaih karena yang 
terakhir punya hutang kepada Muhāl.21 
Adapun istilah pada kasus kedua, yakni kafālah, secara etimologi menurut 
ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah bermakna ad-damm  ( ُم َّضَلا) sedangkan 
menurut ulama Syafi’iyah bermakna al-iltizām ( ُمَازيتْل يْلَْا). 22 sedangkan secara 
terminologi menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah adalah 
menggabungkan tanggungan )dzimah( penanggung kepada tanggungan yang 
ditanggung dalam hal kewajiban memenuhi hak atau dalam hal utang.
23
 
Dalam lingkaran diskusi ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah 
utang menjadi tanggungan dāmin (penanggung) dan madmūn ‘anhu (yang 
ditanggung).
24
 Walaupun demikian orang yang mempunyai piutang tidak 
diperbolehkan menagih utangnya kepada mereka berdua, harus memilih diantara 
dāmin atau madmūn ‘anhu. Ini yang membedakan dengan akad hawālah. Dalam 
akad hawālah tanggungan utang berpindah sepenuhnya menjadi beban muhāl 
‘alaih, dan tidak dibolehkan menagih utangnya kepada muhīl kecuali kalau muhil 
menipu muhāl. 
Kaitannya dengan rukun suatu akad, menurut mazhab Hanafi, rukun 
kafālah hanya ijāb dari kafil atau dāmin dan qabūl oleh makful lah atau madmūn 
lah (orang berpiutang atau yang menerima tanggungan). Menurut Abu Yusuf 
rukun kafālah hanya satu yaitu,  ījāb saja, adapun qabūl bukan termasuk rukun 
kafālah. 25 Adapun rukun kafālah menurut ulama Syafi’iyah ada lima,26 yaitu : 
1) Madmūn ‘anhu atau makfūl ‘anhu adalah orang yang berutang. 
                                                 
21 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh..., hlm. 4195. 
22 Wahbah az-Zuhaili, 
23 Wahbah az-Zuhaili, 
24 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh..., hlm. 4143. 
25 Abu yusuf  berpendapat demikian atas dasar perkataan Abu Qatadatah  yang berbunyi 
هيلع ىلصف , الله لوسر اي يلع امه dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 
Dengan demikian kafālah sudah sempurna hanya berdasar perkataan kafil saja, tanpa melibatkan 
makfūl ‘anhu dan tanpa mempertimbangkan  rida-nya.  Lihat  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh.., hlm. 
4145. 
26 Abi Yahya Zakariya, Fath.., hlm. 251.  
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2) Madmūn lah atau makfūl lah yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah 
bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin dengan 
tujuan agar mudah dalam membayar tanggungannya. Akan tetapi, tidak 
mensyaratkan rida-nya madmūn lah dan madmūn ‘anhu. Selain itu juga 
tidak disyaratkan bahwa yang yang dijamin mengetahui yang menjamin. 
3) Madmūn fīh atau makfūl fīh adalah utang, disyaratkan pada makfūl fīh 
dapat diketahui jenis, sifat, dan banyaknya oleh penjamin serta tetap 
keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. 
4) Şīgat, disyaratkan keadaan lafadz itu jelas yang berarti menjamin, tidak 
digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. 
5) Dāmin, yaitu orang yang menjamin yakni setiap orang yang diperbolehkan 
untuk men-taşaruf-kan hartanya, maka anak kecil dan orang idiot tidak 
boleh menjadi dāmin. 
Apabila orang yang menjamin memenuhi kewajibannya dengan membayar 
utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada madmūn ‘anhu 
apabila pembayaran itu atas izinnya. Dalam hal ini para ulama bersepakat, namun 
mereka berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan beban 
orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut al-Syafi’i 
dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya 
adalah sunnah, penjamin tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang 
yang ia jamin (madmūn ‘anhu). Menurut mazhab Maliki, penjamin berhak 
menagih kembali kepada madmūn ‘anhu. 
Ibnu Hazm berpendapat bahwa dāmin tidak berhak menagih kembali 
kepada madmūn ‘anhu atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan izin 
madmūn ‘anhu maupun tidak. Apabila madmūn ‘anhu tidak ada maka kafīl/dāmin 
berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali dengan 
membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk kafīl dari 
utang orang yang mengutangkan adalah mem-fasakh-kan akad kafālah, sekalipun 
makfūl ‘anhu dan kafīl tidak rela.27 
                                                 
27 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 195-196. 
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Prinsip Subragasi dalam Asuransi Syari’ah: Sebuah Analisis 
Subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak 
ketiga (selain kreditur dan debitur) karena adanya ketidakmampuan debitur untuk 
memenuhi utangnya atau jatuh pailit (bangkrut), baik dibayar secara langsung 
oleh pihak ketiga kepada kreditur maupun secara tidak langsung yaitu melalui 
debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga untuk melunasi 
utangnya. Dengan adanya pembayaran dari pihak ketiga maka terjadilah 
pemindahan atau penggantian hak utang piutang dari kreditur ke pihak ketiga, dan 
orang ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur. 
Sehingga segala perjanjian accessoir atau segala janji yang menyertai perjanjian 
pokoknya pindah kepada kreditur baru (pihak ketiga). 
Adapun hawālah terjadi karena kehendak pihak yang mempunyai utang 
(debitur/muhīl) namun dia juga mempunyai piutang kepada orang lain atau tidak 
mempunyai piutang kepada orang lain (muhāl ‘alaih). Kemudian memindahkan 
kewajiban membayar utangnya kepada orang lain yang mampu itu/muhāl ‘alaih 
(menurut Mazhab Hanafi seorang muhāl ‘alaih harus mampu membayarkan 
utangnya dalam artian tidak pailit) atau mungkin tidak mampu (menurut Mazhab 
Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal, hawālah dapat terlaksana walaupun 
muhāl’alaih dikemudian hari mengalami pailit/bangkrut) dan orang itu wajib 
menerima kewajiban membayar utang tersebut. Pendapat yang manyatakan bahwa 
muhīl harus mempunyai piutang kepada orang lain (muhāl ‘alaih) adalah 
pendapatnya jumhur ulama yaitu Mazhab Maliki, Syafi’i dan Ahmab bin Hanbal. 
Sedangkan pendapat yang tidak mengharuskan muhīl mempunyai piutang kepada 
muhāl ‘alaih adalah pendapatnya Mazhab Hanafi. 
 Pengertian hawālah seperti di atas berbeda dengan subrogasi yang 
pemindahan utangnya dikarenakan ketidakmampuan debitur dalam melunasi 
kewajibannya, sedangkan dalam hawālah bisa terjadi karena debitur tidak mampu 
atau mampu yang dia sendiri mempunyai piutang kepada orang lain (pihak ketiga) 
yang mampu membayarkan kewajibannya ataupun tidak mampu, sedang dalam 
subrogasi seorang debitur tidak mempunyai piutang kepada pihak ketiga. Jadi 




subrogasi dapat disamakan dengan hawālah ketika menggunakan pendapatnya 
Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa debitur tidak harus memiliki piutang 
kepada muhāl ‘alaih yang masuk dalam kategori  hawālah muţlaqah. 
Konsep kedua yang hampir sama dengan subrogasi adalah kafālah, yaitu 
menggabungkan tanggungan (żimmah) penanggung kepada tanggungan yang 
ditanggung dalam hal kewajiban memenuhi hak atau dalam hal utang. Jadi 
pengertian kafālah di sini adalah menggabungkan tanggungan atau utangnya 
debitur (madmūn ‘anhu/makfūl ‘anhu) kepada pihak ketiga (dāmin/kafīl) yang 
tidak mempunyai utang kepada debitur tersebut untuk memenuhi hak-hak kreditur 
(madmūn lah/makfūl lah). Kata-kata menggabungkan di sini memiliki pengertian 
tidak adanya pemindahan utang atau tanggungan dari debitur ke penjamin (pihak 
ketiga) yang artinya dalam memenuhi kewajibannya ditanggung bersama oleh 
debitur dan pihak ketiga yang menjamin atau menanggung. Apabila orang yang 
menjamin memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, 
para ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) bahwa ia 
boleh meminta kembali kepada madmūn ‘anhu (orang yang ia jamin) apabila 
pembayaran itu atas seijinnya.  
Apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin 
tanpa seijin orang yang dijamin bebannya, para ulama berbeda pendapat. Menurut 
Imam Syafi’i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa 
ijin darinya adalah sunnah dan penjamin tidak punya hak untuk minta ganti rugi 
kepada orang yang ia jamin (madmūn ‘anhu). Menurut mazhab Maliki, penjamin 
berhak menagih kembali kepada madmūn ‘anhu. 
Hak tagih penjamin kepada orang yang dijamin setelah memenuhi  
kewajibannya dengan membayarkan utang atau tanggungan debitur dapat 
disamakan dengan hak tagih pihak ketiga kepada pihak yang telah dibayarkan 
bebannya dalam subrogasi. Pembayaran penjamin dengan seijin debitur (orang 
yang ia jamin) sama dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam 
subrogasi, namun dalam subrogasi pihak ketiga (dalam kafālah adalah penjamin) 
boleh tidak meminta ijin kepada debitur untuk melunasi utangnya. 
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Berpijak dari analisis di atas, kiranya subrogasi dapat disamakan dengan 
hawālah muţlaqoh menurut pendapatnya Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa 
debitur (muhīl) tidak harus memiliki piutang kepada muhāl ‘alaih dan dapat 
disamakan dengan kafālah dengan rincian sebagai berikut; pertama berpedoman 
pada kesepakatan ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) 
subrogasi dapat disamakan dengan kafālah ketika pembayaran yang dilakukan 
oleh pihak ketiga mendapatkan ijin dari debitur dan dāmin/kafīl/pihak ketiga dapat 
menggantikan kedudukan kreditur serta diperbolehkan menagih kepada debitur 
(madmun ‘anhu/makful ‘anhu). Kedua berpegang pada pendapatnya Imam Malik, 
hak tagihan pihak ketiga terhadap debitur dapat dilakukan meskipun dia tidak 
mendapatkan ijin dari debitur, karena itu terjadilah subrogasi. Namun, pendapat 
Imam Malik bertentangan dengan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi yang 
menyatakan tidak ada subrogasi (ada hak tagih/menggantikan kedudukan kreditur) 
dalam kafalah yang pembayarannya tanpa seijin debitur/madmūn ‘anhu/makfūl 
‘anhu. 
Untuk memahami konsep subrogasi dalam asuransi Syari’ah yang paling 
tepat dilihat dengan konsep kafālah, karena kafālah merupakan konsep cikal bakal 
lahirnya asuransi syari’ah walaupun ada konsep lain yang dijadikan landasan 
teorinya.
28
 Secara aplikatif, Apabila ada dari salah satu peserta asuransi kerugian 
syari’ah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko, 
dimana klaim yang dibayarkan diambil dari akumulasi dana tabarru’-nya sendiri 
dan dana tabarru’-nya peserta lain dan ditambah dengan surplus dana tabarru’ 
yang diinvestasikan. Semua kegiatan itu ditangani oleh pengelola asuransi 
syari’ah. 
                                                 
28 Menurut Thomas Patrick dalam buku Dictionary of Islam yang dikutip oleh M. Syakir 
Sula menulis bahwa sudah menjadi kebiasaan suku arab sejak zaman dahulu, jika ada salah satu 
anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah 
uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat 
pembunuh tersebut disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Pada 
perkembangan selanjutnya, kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang 
dikutip juga oleh M. Syakir Sula, dengan datangnya Islam, system Aqilah diterima oleh Rasulallah 




Mekanisme di atas adalah wujud penjantawentahan dari akad kafālah, 
yaitu menggabungkan tanggungan (żimmah) penanggung kepada tanggungan 
yang ditanggung dalam hal kewajiban memenuhi hak atau dalam hal utang, di 
mana seluruh pihak atau peserta asuransi bersama-sama menanggung beban 
bencana dan memberikan sumbangan kompensasi bencana (dana tabarru’) 
dengan cara membagi jumlah kompensasi tersebut di antara mereka sehingga 
mampu meringankan sisa-sisa bencana dan beban-bebannya. Yang berbeda, 
dalam asuransi syari’ah, semua peserta  membayar dana tabarru’ terlebih dahulu 
sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang diserahkan pada pengelola 
asuransi syari’ah, namun dalam konsep dasar akad kafālah dana tanggungan tidak 
dibayarkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, hal itu adalah sistem yang bertujuan 
untuk memecah beban dan dampak materiil bencana yang menimpa seseorang 
dengan cara membagi rata tanggungan dana ganti ruginya kepada sebanyak 
mungkin orang. 
Uang premi peserta dikelola oleh pengelola asuransi syari’ah yang menjadi 
medium antara anggota kelompok atau peserta asuransi dengan wakil mereka. 
Pengelola asuransi boleh menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukannya selama 
masih dalam koridor prinsip dan hukum Syariat Islam, serta dapat 
dipertanggungjawabkan di hadapan anggota kelompok asuransi tersebut. 
Dalam hal ini sudah jelas bahwa pengelola asuransi itu kedudukannya 
hanya sebagai mediator di antara beberapa orang yang saling menanggung 
(beberapa kafīl). Ketika peserta asuransi mengalami musibah yang diakibatkan 
oleh tindakan orang lain yang merugikan maka beberapa kafīl (penanggung atau 
peserta) yang lain akan menanggung kerugiannya yang diambil dari akumulasi 
dana tabarru’ dan dengan cara mengajukan klaim terlebih dahulu lewat perantara 
pengelola asuransi. Ketika klaim sudah dibayarkan, melalui prinsip subrogasi, 
pengelola menggantikan kedudukan peserta untuk mengajukan tagihan kepada 
pihak ketiga. Hasil dana subrogasi akan menjadi kekayaan pengelola asuransi. 
Subrogasi bertujuan agar jangan sampai pihak peserta menerima pembayaran dua 




Praktik di atas menimbulkan beberapa persoalan hukum. Pertama ia 
bertolak belakang dengan prinsip status dana tabarru’. Karena pengertian dana 
tabarru’ sendiri adalah dana yang sudah diikhlaskan untuk tolong menolong , 
peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi  kecuali 
mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.
29
 Dilihat dari pengertian tabarru’, 
secara hukum Islam (fiqh) peserta tidak mempunyai hak klaim kepada pengelola 
asuransi dan pengelola asuransi juga tidak berkewajiban untuk membayarkan 
klaim yang peserta tuntut. Namun, karena dalam polis sudah disebutkan hak dan 
kewajiban peserta maupun pengelola maka klaim dapat dilakukan. Ini adalah 
kekeliruan pertama dari konsep asuransi syari’ah. Solusi agar dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, alangkah baiknya kewajiban pengelola 
dimasukkan dalam nażar pengelola untuk membayarkan sejumlah uang ketika 
peserta mendapatkan musibah. 
Persoalan hukum kedua adalah berkaitan dengan masalah subrogasi itu 
sendiri. Dalam subrogasi, posisi pengelola menjadi tidak jelas kedudukannya. 
Ketika menggunakan landasan teori kafālah, kedudukan pengelola asuransi hanya 
sebagai mediator di antara para dāmin/kafīl karena masing-masing peserta adalah 
dāmin/kafīl bagi peserta yang lain, hubungan saling menanggung ketika salah satu 
diantara peserta mengalami musibah. Akan tetapi, ketika pengelola asuransi 
memberikan dana klaim peserta, posisinya akan berubah menjadi penanggung 
(dāmin/kafīl) atas pihak yang tersalah dalam musibah dengan melakukan 
subrogasi. Di satu sisi pengelola menjadi wakil para peserta tapi di sisi yang lain 
pengelola akan menjadi penanggung terhadap pihak yang tersalah dalam musibah 
yang tentunya tanpa seijin pihak tersalah.   
Persoalan hukum yang ketiga adalah dalam hal kedudukan dana klaim. 
Dana yang dijadikan sebagai sumber pemenuhan klaim adalah dari akumulasi 
dana tabarru’ peserta ditambah surplus hasil investasi dana tabarru’-nya pihak 
yang mengajukan klaim (jika ada). Yang perlu diperhatikan pada permasalahan 
ini, dana klaim itu bukan dari dana pengelola asuransi syari’ah tapi dana klaim itu 
adalah dana yang diambilkan dari dana tabarru’ para peserta. Dari sini terlihat 
                                                 
29 Lihat, Muhammad Syakir Sula, Asuransi..., hlm. 226. 
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jelas kenakalan pengelola asuransi yang tidak ingin rugi dalam bisnis asuransi, 
pasalnya pengelola akan menagih terhadap pihak yang tersalah dengan sejumlah 
uang yang telah diberikan kepada peserta.   
Jika melihat duduk perkaranya, yang seharusnya melakukan subrogasi 
adalah peserta yang lain, akan tetapi pelaksanaannya sangat rumit, karena peserta 
yang lain juga banyak, lebih dari satu. Hal ini harus mengadakan perhitungan 
yang jelas seberapa besar kontribusi peserta yang lain dalam menanggung 
kerugian peserta yang mengalami musibah. Dalam permasalahan ini penulis tidak 
akan membahas panjang lebar, karena bukan merupakan masalah yang harus 
penulis teliti.  
Ketika pengelola asuransi posisinya menjadi wakil dari para peserta untuk 
mengelola semua premi yang telah dibayarkan maka sangat memungkinkan 
pengelola melakukan subrogasi. Akan tetapi, dana subrogasi harus dikembalikan 
kepada para peserta yang lain, bukan menjadi kekayaan pengelola asuransi. 
Penutup  
Mengakhiri artikel ini, penulis berkesimpulan bahwa subrogasi dapat 
disamakan dengan hawālah muţlaqoh berdasarkan pendapatnya Mazhab Hanafi, 
tetapi menurut jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) 
subrogasi tidak dapat disamakan dengan hawālah karena jumhur ulama tidak 
mengakui adanya hawālah muţlaqoh . 
Bahwa subrogasi dapat disamakan dengan kafālah dengan rincian sebagai 
berikut; pertama berpedoman pada kesepakatan ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, 
Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) subrogasi dapat disamakan dengan kafalah ketika 
pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga mendapatkan ijin dari debitur dan 
dāmin/kafīl/pihak ketiga dapat menggantikan kedudukan kreditur serta 
diperbolehkan menagih kepada debitur (madmūn ‘anhu/makfūl ‘anhu). Kedua 
berpegang pada pendapatnya Imam Malik, hak tagihan pihak ketiga terhadap 
debitur dapat dilakukan meskipun dia tidak mendapatkan ijin dari debitur, karena 
itu terjadilah subrogasi. Namun, pendapat Imam Malik bertentangan dengan Imam 
Syafi’i dan Imam Hanafi yang menyatakan tidak ada subrogasi (ada hak 
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tagih/menggantikan kedudukan kreditur) dalam kafalah yang pembayarannya 
tanpa seijin debitur/madmūn ‘anhu/makfūl ‘anhu. 
Subrogasi tidak sesuai dengan Syariat Islam (lebih tepatnya menurut 
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) jika dipraktikkan dalam 
asuransi syari’ah karena dana pembayaran klaim diambil dari akumulasi dana 
tabarru’, bukan dari dana pengelola.  
Mengingat subrogasi memiliki nilai manfaat dalam asuransi Syari’ah, 
namun juga mengandung madarat, maka penulis menyarankan agar tidak 
menggunakan subrogasi, akan tetapi menempatkan posisi pengelola sebagai wakil 
peserta untuk menuntut rugi terhadap pihak yang tersalah dengan kompensasi 
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